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BUPATI BULELENG
PROVINSI BALL
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37  TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4),
Pasal 13, Pasal 15 ayat (4], dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor @ Tahun 2011 teritang Pajak Restoran, periu
menetapkan Perafuran Bupat tentang Tata Cara
Pemungutan Pajalk Restoran;

1. Pasal 18 ayvat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1245;

2. Undang-Undang Nomor 6% Talun 18958 tentang
Pembentukan Daerah-dasrah Tingkat II Dalam Wilsyah
Dasrah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara chuhlik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tshun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimans telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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¥

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, 'Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomgr 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintash Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tamhbashan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berussha dan Layanan Daerah
[Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036j
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

8. Peraturan Dasrah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daersh Kabupaten Buleleng Tahun
2011 Nomeor 9, Tambahan Lembaran Daerzh Kabupaten
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Meretapkan :

Buleleng Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

- BABI
KETENTUAN UMUM

Pasgal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan:

1.
2

7

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Buleleng,

Bupati adalah Bupati Buleléng,

Badan Pengelolsan Keuangan dan Pendapatan Daerah
yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dasrah Kabupaten
Buleleng.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah vang selanjutnya disinghkat Kepala BPKPD adalah
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Buleleng.

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Badan adalah selkumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tdak melakukan usaha yang meliput
perseroan  terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha
Milik Daeraly dengsn nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
persumpulan; yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi koleletii dan
bentuik usaha tetap.



10.

1.

13.

14,

13,

Restoran adalah fasilitas penyedia makapan dan/atan
miftuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
numah makan, kafetaria, lantin, warung, bar, dan
seienisnya termasuk jase boga/katering.

Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas
namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggunganiys.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarmnya Pajak yapg terutang sampai kegiatan penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta  pengawasan
penyetorannya. ‘

Wajib Pajak adalah orang pribadi stau Badan, meliputi
pembayvar Pajek, prmotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajalan sesual
dengan ketentuan  Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

. Nomor Pokok Wajib Pajak Dasrah yang selanjutnya

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan pada Wajib
Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan
sebagal tanda pengenal atau identitas dini dari Wajib Pajak
dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disinglat
STPD adalsh surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanks] administratii berupa bunga danjatau
denda.

Surat Pemberimbuan Pajak Deerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajalke untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketenfuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah. |

Surat Setorar Pajak Daersh yang selanjutnya disingkat
88PD adsalaly bukt pembayaran atau penyetoran Pajak

"



16.

17,

18.

15.

20.

yang telah dilakuken dengan menggunakan formulir atau
telah dilakulksn dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnym jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah

Pajel yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapes, Pajale Daerah Kurang Bavar Tambahan
vang selemjuinya d&i singkat SKPDKST adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumiah
Pajak yang telah difetapkan.

Surat Ketetap#n Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanfutnya disingkat SKPDLB adalash surat ketetapan
Pajak yeng menentuken jumlah kelebihan pembayaran
Pajak kareng jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada
Pajak yang terutang atau sehanisnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajsk Daerah Nihil yang selanjutnya
digingkal SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menantukan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajal.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
k=beratan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

Pajalc.

Pasal 2

Ruang Linglup Peraturan Bupati ini yaitu:
a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
b. keietapan Pajak;

c. tata cara penerbiten, pengisian dan penyampaian

SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN;



d. tara cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran dan penundaan pembayaran;

e. pembetulan; pengurangan atau pembatalan ketetapan
yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif; dan

f. tatacara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

TATA CARA menam DAN PENDATAAN
Pasal 3

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
usahs Restoran wajib mendaftarken diri kepada Kepala
BPKPD untuk menjadi Wajib Pajek.

(2) Wajib Pajak yang sudah mendaftar sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} mendapatian NFWPD.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD
menggunakan. formulir pendaftaran  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupaksn bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(4) Pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilammpiri dengan:

a. fotokopi lartu tanda penduduk bagi Warga Negara
Indonesia’atau kartu identitas lain yang diakui;

b. forokopi akts pendirian usaha;

c, surat izin usaha atau sural izin sgjenis vang
dik=luarkan Perangkat Daerah yang membidangi
perizinan. dan/atan surat pernyataan  segera
menguris izin bagl yang belum memiliki izin; dan

d, surat ketevangan mulai beroperasi dari Wajib Pajal.

(5) Terhadap berkas pendaftaran yang diajukan dengan
dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaltukan penelitian dokumen danfatan penelitian
lapangan.



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Apabila pengisian formulir pendaftaran sudeh lengkap dan
benar, Kepala BPEPD menerbitkan NFWPD atas nama
Bupati dengan format sebegaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Kepala BPKPD berkewsjiban mencatat data Wajib Pajak
kedalam buku register pendaftaran.

Pasal 4

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) tidak mendaftarkan dirl, Kepala BPKPD
menerbitkan 'NPWPD secara jabatan berdasarkan data
yang diperoleh atau dimilili oleh BPKPD.

Kewajiban perpajaken bagi Wajib Pajak yang diterbithkan
NPWPDnya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi

‘persyaratan stbjektif dan objekuf sesuai ketentuan
Peraturan Perandang-undangan mengenai Perpajaken

Daerah.

Terhadap kewgjiban perpajakan Wajib Pajek sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan
SKPDKB beserta sanksi administratif melaini proses
pemeriksaan Pajak.

Pasal 5
Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKFPD dapat
melakukan penghapusan NPWFD sepanjang Wajib Pajak
tidek memiliki tunggalkan Pajak.
Penghapuisan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dapat dilalkcukan dalam hal:
a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanya yang
menjadi dasar pendaftaran Wajib Pajak;
b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian
atau periggabungan usaha; dan
c. berdasarkan hasil penelitian afau pemeriksaan,
menunjukan Wajib Pajak secara subjektif maupun

"



(3)

objekiif sudah tidak memenuhi ketentuan Peraturan
Perundang-undangan sebagal Wajib Pajak.
Kepala BPKPD mengabulkan atau menolak permohonan
penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam jangie wakti:
a6 [enam] bulan untul Wajib Pajak orang pribadi; dan
b. 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan,
sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
masih memiliki tungeakan Pajak. maka Wajib Pajak harus
melunasi tunggakan Pajaknye.

g

(2)

(3

Pasal 7
Permohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis
kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha,
dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta
bukti tidak memiliki tunggakan.
Atas permohionan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala BPKPD melakukan penelitian
administratif- atau penslitian lapangan yaog dituangkan
dalam Berita Acara Penelitian.
Dalam hal Yerdasarkan hasil peneliian sebapgaimana
dimaksud pada ayat (2] menunjukkan Wajib Pajak telah
menghentilcant usahanya dan tidak memiliki tunggakan
Pajak, maka Kepala BPKPD menerbitikan Surat Keputusan
Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala
BPKPD paling lambat 1 (satu] bulan sejak surat
permohonan diterima.



(L]

(2]

(1)

(2)

(3)

(4]

(5)

(6)

[7)

BAB 1T
KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

Dasar pengenaan Pajak berdasarkan perhitungan oleh
Wajib Pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima
Restoran dan vang seharusnya diterima Restoran.

Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan harga
jual makanan dan minuman dalam hal voucher atau
bentuk lain yang diberilcan secara cuma-cuma.

Pasal 9
Setiap Wajib. Pajak wajib melaporken data transaksi
uszhanya da.n menghitung sendin jumlah Pajak terutang
yang dituangkan: dalam SPTPD yang telah diisi dengan
benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau penanggung Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampeiken paling lama tanggal 15 (lima belas) sctelah
berakhimyva miasa Pajak bulan berikutnya.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedilkit
memuat omzetiHan jumlah Pajak terutang dalam satil
Apabila batas wakm penyampaian SPTPD jatuh pada hari
libur atau hari vang diliburkan, maka batas waktu
penyampaian SPTPD paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah hari libur.
SPTPD dianggap tdak disampaikan apabila tidak
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak.
Pelaporan SPTPD dapat disampaikan secars langsung
kepada Kepela BPKPD atau dilaporkan secara online
melalui aplikasi enline.
Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian
tidale terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 10

(1] Wajib Pajak menyampaikan SPTPD dan rekap penerimasan
harian kepada Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk
berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.

(2) Kepala BPKPD atau pejabat yang ditunjuk melalukan
penclitian atas SPTPD dan rekap penerimaan harian yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

(@) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat disampaikan yang diskibatkan oleh keadaan
memaksa foree majeure atau kejadian
pencurian/kehilangan, maka Wajib Pajak mengajukan
penangguhen batas waktu penyampaian SPTPD dengan
melampirkan isurat keterangan dari Wejib Pajak yang
disahkan oleh Kepolisian,

~ Pasal 11
Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha sementara
atau libur usaha sementara harus menyampaikan SPTPD nihil
. BAB IV
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Pasal 12
(1) Dalam jengka waktu paling lama 5 (lima) tahun sgjak
terutangnyva Pajak, Kepala BPKFD dapat menerbitkan
SKPDER, SKFD]CBT dan SKFDN.
{2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal :
a. berdasarkan hasgil pemeriksaan agtau keterangan lain,
Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayars;
b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak
disampaikan kepada Kepala BPKPD atau Pejabat dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara

f



(3)

(@)

(5

{6}

(1)

(2)

(3)

tertulls Hidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dslam surat teguran; atau
c. kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD tiddk
dipenuhl,
Jumlah Pajak  yeng tercantum dalam SKPDKB yang
diterbitikan dalany hal scbagaimana dimaksud pada ayat [2)
huruf z, dihitung secara jabatan melalui pemeriksaan
Pajak. o
SKPDKBT s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan
dalam hal ditemukan data bara dan/atau data yang semula
belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak
yang terutang,
SKPDN sebagaimana dimsksud pada ayat (1) diterbitkan

dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarannoya

dengan jumlal kiedit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak.

Format SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupan
ini.

Pasal 13

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDEKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2) huref a
dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlambat bayar, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh smpat) bulan sejak saat terutangnya
Pajak. =

Jumlah kek n Pajak yang terutang dalam SEFDKBT
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 12 ayat (¢) dikenakan
sariksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen} dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
Kenaikan sebagaimane dimaksud pada ayat (2], tdek
dikenakan jika Wgjib Pajak melaporkan sendiri sebelum



(4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan gebesar 25% (dua
pulub lima pefscn] dari pokok Pajak ditambahkan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen|
sebulan dihitung dari Pajak yang lcurang atau teriambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub
empat) bulan sejak saat terutangmya Pajalk.

(5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimalesud pada ayat
(1) dan ayat (2), harus dilunasi dalam janghe waktu paling
lama 1 (satu) butan sejak tanggal diterbitkan.

"4.  Pasal 14

Bupati dapat mcliﬁpahkan kepada Kepala BPKPD untuk

menandatangani STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKFDN,

SPPT dan Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 15

(1) Bupati menerbitkan STPD, dalam hal:

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atan kurang
dibayar;

b. dari hasil penelitian SPIPD terdapat kelurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung; dan/atau

c. Wajih Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan /atau denda.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huaruf'b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama i5
(ima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 16
(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan
kepada Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.

T



(2) Penyampaian STPD dapat disampeikan kepada Wajib

Pajak melalui Unit Pelayanan Teknis Deerah Pendapatan
Asli Daerah.

(3) Dalam hal STPD disampaikan oleh Unit Pelayanan Tekris

Daerah Pendapatan Asli Daerah kepada Wajib Pajak dan
tanda terima disampaikan ke Bidang Pendataan dan
Pelayanan BPKED untuk diregistrasi/dicatat.

¢ BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

(1)

{2

{3)

(4

(&)

(&)

-

#

=7  Pasall?
Wajib Pajak 1:|:1.‘2 bayar atau menyetor Pajak yang terutang
dengan mengehinakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STFD
melalui  seluruh metode pembayaran yang telah
ditetapkan aleé':Eupati;
Pembayaran Pajak terutang dilakuksn paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari Hbur
atau harl vyang diliburkan maka Dbatas waktu
pemhayaramya jatuh pada hari kerja berntkutnya.
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Kas Daerah atau bank lain yang ditunjuk
oleh Bupati.
Apabila pﬁmbhyaran Pajak dilakukan di bendahara
penerimaan, Hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas

‘daerah paﬁng.lama 1 x 24 (samu kali dua puluh empat)

jam.

Apabila pesmbayaran Pajak terutang dilakukan setelah
jatuh tempo pembayaran sebagsimana dimaksud pada
ayat (1), Wajib Pajak dikenaken senksi administratif
berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub
empat) bulan dan ditagih dengan STPD.



(8)

9

(10]

Angsuran dan/atan  penundaan dilakukan dengan
mengajiikan permohonan secara tertulis menggunakan
Bshase Indongsia kepada Bupati meélalui Kepala BFKPD
dengan melampirian:

&, fotokopd kartu tasda penduduk atau identitas lainnya;

k. NPWED; dan
c. laporan lﬂ"ﬁPﬂEﬂn perusahaan.
Surat pe:mtﬁa:ﬁﬂan sebagaimana dimaksud pada ayst (7)
diteliti antul dijadikan behan dalam persetujuan
perjanfian  angsuran dan/stan surat  persetujuan
penundasn pembayaran oleh Kepala BPKPD.
Berdasarkan fasil penclitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (8] Kepalay BPKPD dapat menyetujul atau menolak
permohonan IZ-I.I‘:EB'E.U‘B.I]. danj/atau penundaan pembayaran
Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% [dua
persen) perbulan.
Jangka wakty mengangsur maksimal 24 (dua puluh
ernpat) kall angsuran.
' BAR VI
PEMBETULAN, PENGURANGAN

ATAU PEMBATALAN KETETAPAN YANG TIDAK BENAR, DAN

PENGURANGAN ATALT PENGHAPUSAN SANKSI
| ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

Atas permohonan Waiib Pajak Bupati atau Kepala BPKPD

dapat:

a. membotullan STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis

danfafau  kesalahen  hitung danjatau  kekeliruan

penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-

undangan an;ﬁjalmn Dgaerah;

0



b.

L=

L=

(1)

(2)

mengurangkan' atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda dan kenaikan Psjak yang terutang
menurut Peraturan  Perundang-undangan mengenal
Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenalkan
karena Imkhlafan Wajib Pajak ateu bukan karena
kesalahannya;

mengirangkan ‘atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, atau SKPDLE yang tidak benar;

. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan

metnbatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang
dilaksanakanatau diterbitkan tidak sesuai dengan tata
carz yang ditentilkan,

Bagian Kedua
Pembetulan

Pasal 19

Pembetuian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

a meliputi; -

2. kesalahan tulis, antara lain kesalahen penulisan
NPWPD, nama Wajib Pgjek, alamat Wajib Pajak, nomor
surat .-kc;pﬁjtmsan. atau surat ketetapan, tahun Pajak,
tnngal Jaft\i"i-; tempo pembayaran;

b. kesalzhan hitung, antara lain kesalahan perjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu
bilangar; &an;’atau

¢. kekeliruan penerapan Lketsntuan tertentu dalam
Peraturan  Perundang-undangan, antara lain
kekeliruan dalam penerapan tarf, dan kekeliruan
penerapan sanksi administratif;

Permohonan ‘pembstulan sebagaimana dimeksud pada

avat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berilout:

a, diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa
[ndonesia’disertai dengan alasan atau penjelasan yang
mendulung permohonan dan ditandatengani oleh
Wajib Pajak; '1



(1)

(2)

(3]

)

{5

b. melampirkan dolcumen asli SKPDKB, SKPDKEBET, STPD,
atay SKPDLB serfa dokumen lain yang diperiukan
dalam memperﬂmbangkan pembetulan;

c. permohonan pembetulan diajukan kepada Kepala
BPKPD paling lambat dalam jangke walktu 1 (satu
bulan sejak STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB
ditérima Wajib Pajak, atau jangka waktu lain dalam hal
dapat dibukiikan bahwa jangka walstu 1 '(sats) bulan
tidak dapat dipenuhi karena faktor diluar
kekuasaannya, dan

d. dalam hal- permohonan disampaikan melalui pos,
penerimaan permohonan dihitung sejak tanggal cap

pOS.

| Pasal 20

Menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak, BPKPD wajib
melakukan penelitian yang dituangkan dalam Beriia
Acara Hasil  Penelitian dan menetapkan Keputusan
pembetulan dalam jangka waktu paling lambat & (enam)
bulan sejak tangeal diterimanya parmohonan.

Dalam hal Keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD atan SK?DL.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan h!.ﬂuwn karena kesalahan Wajib Pajak atau
menyebablkan Kenaikan jumlah Pajak yang harus dibayar
yang bukan kerena kesalahan Wajib Pajak, maka
penagihan  dilakukan tanpa mengenakan  sanksi
administratif.

Keputusan p&mbétulan sebagaimana dimeksud pada ayat
(1) mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
membatalkas ketstapan Pajak sebelumnya.

Dokumen Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan ayat (2), disampaikan kepada Wajib
Pajak.
Dalam hal pembetulan dilakukean secara jabatan, maka
Keputusan p;mbﬁtxﬂs.u’ disampaikan kepada Wajib Pajak.

"



Bagian Ketiga
Ketetapan Yang Tidsk Benar

Pasal 21

Ates permohanan Wajib Pajak Bupati dapat mengurangkan
atau membatallan iketetapan vang tidak benar.

(1)

(2)

(3]

(1)

Pasal 22
Permohonan ﬁngum.ﬂgan STPD, SKPDKB, SKPDKBT

atau pembatalah STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB

yang tidak bemar diajukan dengan persyaratan scbagal

berilcat:

4. 1 (satu) permohonan untuk STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
atau SRIFDil.}B; vang dimohonkan;

b. dinjukan képada Bupati melalui Kepala BPEPD secara
terulis datam Bahasa Indonesia dengan disertal alasan
vang jelas; dan

c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Permohonan i!a-.ng\mngan ataw pembatalan sebagaimana

dimaksud pada-ayat (1} diajukan dengan malampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. melamipirkan STPD, SKFDKB, SKPDKBT, SKPDLB asli
vang dimohonkan pengurangan Atau pembatalan; dan

c. daokumen pendulning jainnya.

Dalam  pengajuan  pengurangan — atau pembatalan

SKPDKI3, SKPDKBT, SKPDLB atan STPFD yang tdak

benar, Wajib Pajak tidak sedang mengaiiikan keberatan

atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitian

Surat Keputnsan Keberatan dan atas Surat Keputusan

Keberatan dimaksud tidak disjukan banding,

Pasal 23
Atas permohonan pepgurangan atau  pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala

"



(2)

(3)

(4]

(5]

(1

(2]

BPKPD meiakukan penelitian yang hasilnya dituangkan

dalam Beritia/Acara Hasil Penelitian,

Berdasarkan HBefita Acara Hesil Penelitiori sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan keputusan

atau jawaban.. dtas peénmohonsan pengureEngan  aiad

pembatalan  ketetapan yang tidak benar berupa

persetujuan gty pencinkan dalam jangka wakiu paling

lama & (oram) Bulas terhitung sejek tangeal diterimanya

permohonan.

Perserujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] berupa:

a. Kepuiusan Bupati, apabila nile pengurangan atau
pembatalan ketetapan yang tidalk bensr yang disetujul
sebesar Rp 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah)
atau lehﬂz;.léiau

b, Keputusan Kepala BPKPD, apabila nilai pengurangin
atau pembatalan ketetapan yang tidak bepar yang
diserujui sebesar kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta Fupiahy.

Dalam hal p&'mnhanan pengurangan atau pembatalan

ditolale sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maks

Kepala BPKPD menvampaikan surat jawaban penolekan

kepada Wajib Pajal.

Dalam kadl jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 6

(enam) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

. Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif

Pasal 24
Aras permohonan Wajib Pajak atau lerena jabatannva,
Bupati ﬂ;ipm_;i&;cmbc:rﬂmn persetujuan pengurangan statl
penghupusan sanksi administratif,
Pengurangan atau penghapusan sanksl administratil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
terhadap SKPPKB, SKFDKBET dan STPD yang diterbitken

|



(3)

(1)

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
Pengajuan ‘pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
diajukan dﬂngan ketentuan sebagai berikut:

=

setiap  pegmohonan diajukan untuk SKPDKB,
SKPDKBT atgu STPD yang dimohonkan;

. permohonan diajukan kepada Kepala BPKPD secara

tertulis menggunakan Bahasa Indonesia diseriai
dengan alasan yang mendulung permohonan;

surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajalg
tidak menjlliki tunggakan dan Wajib Pajak telah
rmehinasi ﬁﬁmk DPajak terutang yang dimchonkan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
mulampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
yang dimohonkan pengurangan atan penghapusan
sanksi adniigistratif dan dokumen pendulang lainnya.
diajukan tiﬁmn jangka waktu paling lambat 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD,
SKPDKRB, atau SKPDKBT;

dalam hﬂl permohonen disampaiksn melalui pos,
jangla 'isﬂkm penyampaian permohonan dihitung
berdasarkar tanggal pada stempel pos tercatat; dan

. tidak sedang diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB,

atau SKPDKBT yeng dimohenkan pengurengan atau
penghapusan sanksi administratif, atau dalam hal
diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan
ﬁm&knud?ﬁ_ﬂ&k diajukan banding.

Pasal 25

Atas permobonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrati{ sebagaimans dimaksud dalam Pasal 24,
Kepala BPFKPD melakukan penelitian yang hasinya
dituanghkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian,

T



2l

()

(%)

(3)

(L)

(2)

(3)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimarna
dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala BPKPD
memberikan jawaban atas permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif berupa persetujuan
atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan terhitungsejak tangeal diterimanya permohonan.
Persetujuan 'sg‘gé.gﬂimnna dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. Keputusan Bupati, apabila nilai pengurangan atau
peﬁgﬁapﬁs&n sanksi administratif yang disstujul
sebésar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupish
atau 1c—bﬁ1; 2 _g.tau
b, Keputusan Kepala BPKPD, apabila nilai pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif yang disetujui
sebesar kurang dari Rp 500.000.000,00 (ima ratus
Jjuta rupiah}.
Dalam hal pu;rmnhunan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif ditolak, maka Kepala BPREPD atas
nama Bupati menyampaikan surat jawaban penolakan
kepada Wajib Pajak.
Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangika wakux 6
(eniam] bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
BAB VII
~ TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

Wajib Pajek dapat mengajukan permohonan kepada
Bupati melalii Kepala BPKPD untuk pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak.

Kepala BPKPD atas nama Bupati harus membeni
keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalssh jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

Apabila dalam jangka wakin sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati

¢



tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan
aleh Wajib Pajak diariggap dikabulkan dan Kepala BPKPD
atas nama ‘Bupati harus menerhitkan keputiusan sesunl
dengan permohonan yang diajukan.

(4] Apabila Wajib Pajak mempunyal hutang Pajak lainnya.
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimalsud pada:
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Paak dimaksud.

(5) Pengembalian ‘kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
dalam waknr paling lama 2 (dua] bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMEF).

(6 Format SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V vyang merupakan bagian tdak terpisshkan dari
Peraturan Bupati ini.

-

Pasal 27
Apebila kelebihan pembeayaran Pajak diperhitungkan dengan
hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat  [4), pembayeran  dilskukan  dengan = cara
pemindahbiikuan dan bukti pemindabbuluen juga berlalu
sebagai buldi pembayaran.

BARB VI
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 28
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, male
Peraturan Bupati Nomor 8 Tehun 2017 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten

Buléleng Tahiin 2017 Nomior 8) dicabut das dinyatakan tidak
herlnkaa.



Pasal 29
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap OMRLE mengstahuinnya, memerintahian
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya
dalam Herita Daerah Kabupaten Bulsleng,

Ditetapkan di Singargja
paﬁa tﬂnggnl 20 .Juru 2022

Diundangkan di singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022 |
SERRETARIS DAERAH mum'raw BULELENG,

MBUPAWN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 37

BERITA DA
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LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG |
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN

Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG No SPTPD !
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN | Mass Pajak -

Tahun Pajak -
PENDAPATAN DAERAH i
J1. Ngurah Raiub. 2 /(0362) 3301977

‘SPTPD |
(SURAT PEMBERTEAHUAN PAJAK DAERAH)
PATAK RESTORAN
Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangarn
dan Perduparan Daerah
Eabupaten bulejeng
&- :
Singaraja
PERHATIAN : ; .
I, Huerap diist dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf ¢etak/diketik dilampirkan data pendulkumg
transaksi, darf tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajnk
2. Apsr difsi dengan dats yang jelas, benat, dan leygkap, ditendatangan selanjutny disampaikan
Lembali kepada Kepals Badan Pengelolasn Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupsten
Buleleng selambat-lambatiya 15  Ema beias) har estelah berakhitnya mase pajakc.
3. Apabile pengisisn dan penvampaiag tidak dipenuhi make penetapan pajak dihitung secars
jabatan dun dikenalan sanksi sdmimistrazii berdasarkan peraturan perundang.undangan Pajak

Daerah. '
NPWPD 1
JENIS USAHA 1
NAMA PEMILIKE/ PENGELOLA  :
ALAMAT USAHA E PIMILTK
TELEPFON USAHA L] ﬁl\ﬂ].ll( H
PELAKSANAAN PEMBUKUAN [ ImaNuaL KOMPUTER
A Penjualan sehubungm dengan usaha - Ryl
B. Penjualan dilusr usaha . Ry
€. Dagar Pengennan Pajak (A+B) : Rp.
0. Pajak terutang ( tarif pajuk.......... Vax C ‘Rp.
E. Pajak vang harus dibayar 1By,
F. Pajak yang telah dibayar . . Rp.
G. Peiak yong loomog! jebih beyer : Ep,
H SINEAFEIR .. uuiimrins o =remnanis TANEA i
PEMILIE/ PENGELOLA




PERINCIAN PENJUALAN BARANG/ JASA
(DASAR PENGENAAN PAJAK)
BUII-A.-‘i :-_o_--p:uujlu-“--_--_frr_r.rm--ﬂ-tcuournv-&--n;-

NCT ] PENJUALAN BARANG J JASA

(RP)

L
‘I N

4]
|—.-— I- —

=

7 ]
i TUMLAH 1
l' Diisi ooh pofugss penerima - Ditst oleh petuprs penghitung
| DITERIMA TANGGAL

NANA PETUGAS
| TANDA TANGEAN

MENGETAHUT )
| SETELAH DIFERIKSA OLEH _
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN KASUBID, PENDATAAN

I,




LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN

Contoh Nomor Pokole Wajib Pajuk Dastab
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LAMPIRAN IV __
PERATURAN BUPAT! BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG . _
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN

&, Corntoh Surat Ketetapan Pajsk Daerah Kurang Bayar
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b. Cantoh Sura: Ketetapan Pajak Dagrah Kurang Bayar Tambahan

‘ T Mo lnms |
It MERINTAHAN EAHUPATEN SKPDKBT ‘ _
CELENG (TRAT KETETADAN PAJAK DAERAH I — T
l FADAN PENGELOLAAN REUANGAN DAY EIIB:M:G BAYAR TAMBAHAN) l
VIMNDAPATAN DAHZAH Mass gajn ;
EASUDATEN BULELENG | e
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| *urmin - . 1
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